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Mantan Kepala Desa (Kades) Cidahu, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Supridi didakwa 

melakukan korupsi APBDes1 Cidahu tahun 2019 senilai Rp 1,291 miliar. Hal tersebut terungkap saat  

JPU Kejari Serang, Endo Prabowo membacakan surat dakwaan terhadap Kades Cidahu periode tahun 

2015 sampai dengan 2021 di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu siang, 31 Juli 2024. “Bahwa terdakwa 

selaku Kepala Desa Cidahu, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, berdasarkan Surat Keputusan 

Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.617-Huk/2015 tanggal 13 Agustus 2015,” kata Endo.  

Endo menjelaskan, kasus korupsi ini berawal saat Desa Cidahu  mendapatkan dana APBDes tahun 

2019 senilai Rp 1,291 miliar. Rinciannya, Dana Desa (DD)2 yang bersumber dari APBN3 dengan 

jumlah sebesar Rp759,859 juta, anggaran alokasi dana desa Rp365,522 juta, bantuan keuangan4 

provinsi Rp50 juta, bantuan keuangan Kabupaten Rp22 juta.“Bagi hasil pajak dan retribusi Rp94,575 

juta sehingga total Desa Cidahu mengelola anggaran Rp.1.291.956.000,” kata Endo dihadapan majelis 

hakim yang diketuai Dedi Ady Saputra.  

Endo mengatakan, dari anggaran untuk pembangunan desa tersebut terdapat temuan terhadap 

pekerjaan fisik berupa pembangunan jalan hotmix. Pembangunan jalan tersebut dikerjakan tidak 

sesuai dengan spesifikasi. “Ahli Ir Sony sukmara, M.MT., MT., IPP dan Ir Rina Susanti, MT pada 

 
1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan Desa. (Pasal 1 Angka 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang 
Pengelolaan Dana Desa) 

2 Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung 
pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan 
kemasyarakatan. (Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan 
Dana Desa) 

3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003) 

4 Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan oleh Daerah kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja 
sama Daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.(Pasal 1 Angka 12 Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 
Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten) 
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Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Mathla’ul Anwar Banten terdapat kekurangan 

volume dan spesifikasi yang tidak sesuai dengan APBDes Desa Cidahu,” katanya.  

Untuk menutupi perbuatannya, terdakwa diakui Endo membuat laporan pertanggungjawaban yang 

tidak sesuai sebagaimana mestinya. Terdakwa memanipulasi laporan pertanggungjawaban dengan 

meminta bantuan dari saksi Ahmad Zihar. “(Terdakwa) meminta saksi Ahmad Zihar untuk membuat 

Laporan pertanggungjawaban sesuai dengan anggaran yang ada dalam APBDes, seperti nota PT 

Karya Beton, nota pembelian PT Karya Beton dan CV TB Murah Jaya (dibuat tidak sesuai 

APBDes),” ungkapnya.  

Perbuatan terdakwa tersebut, dikatakan Endo juga tidak memperdayakan perangkat desa dan 

mengelola sendiri anggaran dana desa. Terdakwa hanya meminta bantuan saksi Ahmad Zihar selaku 

kaur keuangan untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran lebih besar dari 

barang yang dibeli dan tidak sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan. “(Melanggar) 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1),” ujarnya.  

Endo menyebut, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Zihar dalam pelaksanaan 

kegiatan APBDes Desa Cidahu ditemukan nilai kerugian keuangan negara5 sebesar 

Rp390.129.179,44. Jumlah kerugian tersebut berdasarkan perhitungan ahli dalam laporan hasil audit 

Inspektorat Kabupaten Serang. “Sesuai surat Nomor: 700/045/Inspektorat/PEM/2022 Tanggal 19 

Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Serang,” katanya.  

Perbuatan terdakwa tersebut oleh JPU dijerat dengan dakwaan pertama Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 

ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua, Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 

31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah 

dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Ketiga, Pasal 9 

Jo pasal 18 ayat (1) huruf  b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 

2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tutur Endo.  

Atas surat dakwaan tersebut, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya tidak menyatakan 

keberatan. Sidang rencananya akan kembali digelar pada Senin pekan depan dengan agenda 

pemeriksaan saksi.  

 
5 Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya 

sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara) 



Sumber Berita: https://www.radarbanten.co.id/, Mantan Kades Cidahu Kopo Didakwa Korupsi 

APBDes Rp 1,291 Miliar, Rabu 31 Juli 2024. 

Catatan:  

➢ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa, pada: 

1. Pasal 37 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam 

APBDes berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengalokasian Dana Desa 

setiap Desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. 

2. Pasal 37 ayat (3) menyatakan bahwa dalam  rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, 

dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja 

atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

3. Pasal 39 Ayat (1) menyatakan bahwa penggunaan Dana Desa yang dihitung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas Desa. 

4. Pasal 39 Ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan 

Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan. 

5. Pasal 39 Ayat (3) menyatakan bahwa rincian prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disertai dengan petunjuk operasional ditetapkan dengan peraturan 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah 

tertinggal, dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, 

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan kementerian 

negara/ lembaga terkait. 

6. Pasal 39 Ayat (4) menyatakan bahwa petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, 

dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian  negara/lembaga paling lambat 

sebelum tahun anggaran berjalan. 

7. Pasal 53 Ayat (1) huruf a menyatakan bahwa dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa 

kepala Desa dan/atau bendahara Desa melakukan penyalahgunaan keuangan Desa dan 

ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang 

tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran 

berikutnya. 

https://www.radarbanten.co.id/


➢ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 

pada: 

1. Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan. 

2. Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

mempunyai tugas: 

a. menyusun RAK Desa; dan 

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, 

menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan 

pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. 

➢ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 Ayat (1) 

menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 

rasa keadilan dan kepatutan. 

➢ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001, pada: 

1. Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum  melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

2. Pasal 3 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 

denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

3. Pasal 9 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit 

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus 

lima puluh juta rupiah).  

4. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:  



a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang 

tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, 

termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu 

pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; 

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta 

benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; 

c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;  

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau 

sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah 

kepada terpidana. 

5. Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan 

sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta 

bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. 

6. Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda 

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf  b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman 

maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan 

lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. 


